
a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 2 Tahun 2011 telah ditetapkan Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 06/Pennentan/SR.130/2/2011 juncto
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/
SR.130/4/2011 telah ditetapkan Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;

c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat
(2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan
/SR.130/2/ 2011, perlu mengadakan realokasi antar
Kabupaten/Kota Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2011;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf d di
atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten tang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun
2011 ten tang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi
(HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2011;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ten tang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
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239/Kpts
Formula

Keputusan Menteri Pertanian Nomor
/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan
Pupuk An-Organik;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nornor 17/M-DAG/
PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

12.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4297);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4411);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4079);

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun
2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai
Barang dalam Pengawasan.

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan
Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa
yang Beredar di Pasar;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/
OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan
Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An
Organik;
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PERATURANGUBERNUR TENTANGPERUBAHANATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANGALOKASIDAN HARGAECERAN TERTINGGI
(HET) PUPUKBERSUBSIDI UNTUKSEKTOR PERTANIAN
TAHUNANGGARAN2011.

MEMUTUSKAN:

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/
OT.160/7/2006 tentang Pembentukan KelompokKerja
Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam
Mendukung Ketahanan Pangan;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/
SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran Pupuk An-Organik;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/
OT.140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan
N,Pdan Kpada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/
SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2011;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/
SRI30/4/2011, tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SRI30
/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2011;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan
/SRI30/ 12/2011 tentang Perubahan Lampiran
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan
/SR.130/4/2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 06/ Permentari/ SR.130
/2/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
87/Permentan/ SR130/ 12/2011;

20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

21. Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun
2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi
(HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011
Nomor 2 Seri E);
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Menetapkan



BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI E

ETARISDAERAH
UMATERASELATAN,

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Desember 2011

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Deaember 20111

orang mengetabuinya memerintahkan
Peraturan Gubernur mi dengan

dalam Berita Daerab Provinsi Sumatera

Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Selatan.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 9 Desember
2011.

Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun
2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran
2011 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tabun
2011 Nomor2 seri E), diubah sebagai berikut :
Lampiran II Peraturan Gubernur yang mengatur Alokasi
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tabun 2011 Per
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan diubab
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubemur ini.

Pasal I
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NOERDIN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

 
dto. 

 
YUSRI EFFENDI 
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